





A. Reviu Penelitian Terdahulu 
Penelitian Rahayu (2014) tentang Analisis Kinerja Keuangan Pada KUD 
Sumber Makmur Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Hasil penelitian ditinjau 
dari rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan profitabilitas kinerja keuangan 
KUD Sumber Makmur adalah kurang sehat, karena hasil yang didapatkan adalah 
berfluktuasi. 
Penelitian Ramenayanthi dkk (2016) tentang Kinerja Keuangan KUD 
Mambal di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Hasil penelitian bahwa 
kinerja keuangan KUD Mambal selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2010 
sampai dengan tahun 2014 dapat dikatakan kurang baik, dimana masih banyak 
hasil perhitungan rasio belum memenuhi kriteria Standar Operasional Manajemen 
Koperasi. 
Penelitian Muqorobin, Agus & Nasir (2009) tentang Penerapan Rasio 
Keuangan Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan. Hasil penelitian berdasarkan 
ketiga analisis rasio yaitu likuiditas, leverage dan profitabilitas menunjukkan 
bahwa kinerja keuangan pada KUD Banyudono Selatan belum efisien. Yaitu 
belum memiliki kas yang likuid, terlalu banyak hutang, dan kemampuan mencetak 





B. Landasan Teori / Konseptual 
1. Koperasi 
 Koperasi berdasarkan pasal 1 UU No.25/1992, Koperasi adalah badan usaha 
yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 
kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasarkan asas kekeluargaan. 
Sedangkan menurut UU No 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum 
yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk 
dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, 
yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan 
budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. 
 Menurut Rudianto (2010), Koperasi adalah Koperasi adalah perkumpulan 
orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang 
dikelola secara demokratis”. 
 Mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 4, fungsi koperasi 
di Indonesia adalah sebagai berikut: 
a. Membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga 
masyarakat secara umum, sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud. 
b. Koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup 




c. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 
ekonomi nasional dimana koperasi menjadi pondasinya. 
d. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik 
melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi 
ekonomi. 
 Jenis-jenis koperasi menurut  UU RI No. 17 Tahun 2012, koperasi 
dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu: 
a. Koperasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang 
pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian 
dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. 
Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa 
penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi. 
b. Koperasi Konsumen, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari para 
konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi 
konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa 
yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar 
belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. 
c. Koperasi Pemasaran, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari para 
produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran 
dibentuk terutama untuk membantu para anggotannya memasarkan barang-
barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing anggota koperasi 
menghasilan barang secara individual, sementara pemasaran barang-barang 




untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin 
keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk 
yang dihasilkan. 
d. Koperasi Produsen, yaitu koperasi yang para anggotannya tidak memiliki 
badan usaha sendiri tetapi bekerjasama dalam wadah koperasi untuk 
menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi 
produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana 
produksi bersama. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan 
kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan baran-barang 
atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola sendiri. 
2. Laporan Keuangan 
 Laporan Keuangan menurut Hery (2016) Laporan Keuangan merupakan 
produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisiaran data 
transaksi bisnis. Sedangkan menurut Munawir yang dikutip oleh Fahmi (2014), 
mengatakan bahwa : “Laporan Keuangan merupakan alat yang sangat penting 
untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil – 
hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan”. 
 Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil, mengingat pemakai laporan 
keuangan koperasi adalah anggota koperasi, pengurus, pengawas serta stakeholder 
lain (pemerintah, kreditur dan pihak lain yang berkepentingan) maka laporan 
keuangan harus memenuhi ketentuan dalam penyajian kualitatif laporan 




a. Karakteristik yang bersifat spesifik dari laporan keuangan koperasi 
diantaranya adalah: 
(1) Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban 
pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan 
untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi;  
(2) Laporan keuangan koperasi sektor riil merupakan bagian dari sistem 
pelaporan koperasi yang ditujukan untuk pihak internal maupun eksternal 
koperasi sektor riil;  
(3) Laporan keuangan koperasi sektor riil harus berdayaguna bagi para 
anggotanya, sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang 
diberikan koperasi dan berguna juga untuk mengetahui : a) Prestasi unit 
kegiatan koperasi sektor riil yang secara khusus bertugas memberikan 
pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi tertentu; 
b) Prestasi unit kegiatan koperasi sektor riil yang secara khusus ditujukan 
untuk tujuan bisnis dengan non anggota selama satu periode akuntansi 
tertentu; c) Informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan 
keuangan koperasi jangka pendek dan jangka panjang. 
b. Kepatuhan terhadap standar akuntansi, Koperasi harus menyatakan secara 
eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan terhadap SAK-ETAP yang 
dinyatakan dalam catatan atas laporan keuangan. Pernyataan ini tidak boleh 
dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangannya jika tidak memenuhi 




c. Kelangsungan usaha (Going Concern), Laporan keuangan harus disusun 
atas dasar kelangsungan usaha dan asumsi menurut seorang pembaca 
laporan keuangan, bahwa koperasi sektor riil akan meneruskan 
operasionalnya dimasa depan kecuali apabila laporan keuangannya disusun 
untuk tujuan tertentu, seperti rencana pembubaran, penggabungan, 
peleburan dan pemisahan, maka harus diungkapkan dalam catatan atas 
laporan keuangan. 
d. Komponen laporan keuangan koperasi sektor riil, harus menyajikan laporan 
pertanggung jawaban keuangan koperasi dalam bentuk laporan keuangan 
yang sekurang-kurangnya diterbitkan sebanyak 1 (satu) bulan sebelum 
kegiatan rapat anggota tahunan (RAT) diselenggarakan, berupa : 
(1) Laporan Posisi Keuangan; 
(2) Perhitungan Hasil Usaha; 
(3) Laporan Perubahan Ekuitas; 
(4) Laporan Arus Kas; 
(5) Catatan atas Laporan Keuangan. 
Koperasi sektor riil harus menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan 
disertai dengan lembar pernyataan tanggung jawab pengurus yang ditanda tangani 







Tabel 2.1. Laporan Posisi Keuangan 
Akun Tahun Akun Tahun 
Aktiva   Kewajiban Dan Ekuitas  
Aktiva Lancar  Kewajiban Jangka Pendek  
Kas  Simpanan anggota  
Bank           Simpanan sukarela  
Surat Berharga           Simpanan berjangka  
Piutang Usaha  Dana-dana SHU  
Penyisihan Piutang Tak 
Tertagih 
 Kewajiban  Usaha  
Persediaan Perlengkapan 
Kantor 





 Kewajiban  Jangka Pendek 
Lainnya 
 
Biaya Dibayar Dimuka  Biaya yang Masih Harus 
Dibayar 
 
Pendapatan yang Masih 
Harus Diterima 
 Pendapatan Diterima 
Dimuka 
 
Aktiva Lancar lainnya  Jumlah Kewajiban Jangka 
Pendek 
 
Jumlah Aktiva Lancar    




  Kewajiban Bank/Lembaga 
Keuangan Lain 
 








           Modal Penyertaan 
 
 





 EKUITAS  
Investasi Jangka Panjang  Simpanan Pokok  
Properti Investasi  Simpanan Wajib  
Akum Penyusutan Properti 
Investasi Cadangan 
 Hibah  
Aktiva Tetap  SHU Tahun Berjalan  




Akun Tahun Akun Tahun 
         Bangunan    
         Mesin Dan Kendaraan    
         Inventaris & Peralatan 
Kantor 
   
        Akum Peny. Akt Tetap    
Aktiva Tidak Berwujud    
        Akum Amort. Akt Tdk 
Berwujud 
   
Aktiva Tidak Lancar 
Lainnya 
   
Jumlah Akt Tidak Lancar    
Jumlah Aktiva  Jumlah Kewajiban Dan 
Ekuitas 
 
Sumber: Permenkop dan UKM RI No.12/Per/M.KUKM/XII/2015  





Pendapatan    
         Pelayanan bruto anggota    
         Beban pokok pelayanan anggota    
Pelayanan Neto Anggota (a)    
         Pendapatan dari Non Anggota    
         Penjualan pada non anggota    
         Beban Pokok Penjualan    
Laba/rugi Non Anggota (b)    
                      SHU Kotor (a + b)    
Beban Operasional    
Beban Usaha    
         Beban Administrasi dan Umum    
         Beban Perkoperasian    
Total Beban Operasional (c)    
         SHU Operasional ((a+b)-c)    
Pendapatan dan Beban Lain    
         Pendapatan Lain    
         Beban Lain    
         SHU Sebelum Bunga dan Pajak    
         Beban Bunga    
         SHU Sebelum Pajak    
         Pajak Penghasilan    
        SHU Setelah Pajak    
























      
Saldo Akhir       
Sumber: Permenkop dan UKM RI No.12/Per/M.KUKM/XII/2015  
Tabel 2.4. Laporan Arus Kas 
Akun Tahun Tahun 
Arus Kas dari Aktivitas Operasi   
Penerimaan Kas   
         Penerimaan Kas dari pelayanan pada anggota   
         Penerimaan Kas dari penjualan non anggota   
Pengeluaran Kas   
         Pembayaran barang/jasa kepada anggota   
         Pembayaran barang/jasa kepada non anggota   
         Biaya operasional dan administrasi   
         Biaya bunga   
         Biaya pajak   
         Pembayaran pos luar biasa   
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi   
   
Arus Kas dari Aktivitas Investasi   
Penerimaan   
         Penjualan Surat Berharga   
         Penjualan investasi jangka panjang   
         Penjualan Properti Investasi   
         Penjualan Aset Tetap   
Pengeluaran   
         Pembelian Surat Berharga   
         Pembelian investasi jangka panjang   
         Pembelian Properti Investasi   
         Pembelian Aset Tetap   
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi   
   
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan   




Akun Tahun Tahun 
         Simpanan Pokok   
         Simpanan Wajib   
         Hibah/donasi (dalam bentuk uang)   
         Surat utang   
         Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan Lain   
Pengeluaran   
         Surat utang   
         Pembayaran pinjaman bank/lembaga keuangan lain   
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan   
   
Total Arus Kas    
Saldo Kas awal periode    
Saldo Kas akhir periode    
Sumber: Permenkop dan UKM RI No.12/Per/M.KUKM/XII/2015  
3. Kinerja Keuangan 
Kinerja Keuangan menurut Jumingan (2006), Kinerja Keuangan adalah 
suatu gambaran kondisi keuangan suatu entitas yang menyangkut aspek-aspek 
penghimpunan maupun penyaluran dana pada periode tertentu. Menurut IAI 
(2007), Kinerja Keuangan merupakan kemapuan suatu entitas dalam mengelola 
dan mengendalikan sumberdaya yang dimiliki. Kinerja keuangan merupakan 
pencapaian prestasi perusahaan pada suatu priode tertentu yang menggambarkan 
kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, 
likuiditas, dan profitabilitas (Sucipto, 2008). 
Sedangkan menurut Fahmi (2011), Kinerja Keuangan merupakan suatu 
analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah 





Berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
No. 12/Per/M.KUKM/V/2015 tentasng Pedoman Umum Akuntansi Koperasi 
Sektor Riil. Kinerja keuangan koperasi merupakan hasil dari kegiatan usaha 
sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan 
kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesarbesarnya kepada anggota dan 
masyarakat di sekitarnya. 
Penilaian kinerja keuangan dapat diukur menggunakan berbagai cara 
analisis, salah satunya yaitu analisis rasio keuangan. 
4. Rasio Keuangan 
Rasio keuangan menurut Kasmir (2014) merupakan kegiatan 
membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Perbandingan 
dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan 
keuangan atau antarkomponen yang ada diatara laporan keuangan. Kemudian, 
angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode 
maupun beberapa periode. 
 Analisis rasio keuangan menurut Murhadi (2013) yang digunakan untuk 
mengukur kinerja keuangan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Rasio Likuiditas, yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan 
aktiva lancar dengan kewajiban lancarnya, digunakan untuk mengukur 
kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ketika 




kemampuan dalam melunasi kewajiban jangka pendek tersebut, perusahaan 
akan disebut sebagai perusahaan yang Likuid. Jenis rasio liuiditas, yaitu:  
1) Rasio Lancar (Current Ratio) adalah rasio yang mengukur kemampuan 
koperasi memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Ketika nilai Rasio Lancar 
mencapai lebih dari 100% dengan standar yang direkomendasikan mencapai 
200%, artinya perusahaan memiliki kemampuan membayar kewajiban 
lancar menggunakan aktiva lancar yang setara. Nilai Rasio Lancar yang 
terlalu tinggi atau lebih dari 200%  juga dikatakan tidak baik karena artinya 
koperasi terlalu banyak menyimpan aktiva lancar, sedangkan jika nilai 
Rasio Lancar terlalu rendah atau kurang dari 100% mencerminkan adanya 
risiko untuk tidak mampu memenuhi liabilitas jangka pendeknya. 
2) Rasio Cepat (Quick Ratio) adalah rasio yang mengukur kemampuan 
koperasi dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya menggunakan aktiva 
lancar selain persediaan. Ketika nilai Rasio Cepat mencapai atau lebih dari 
100% sampai dengan 200%, artinya koperasi  sudah bisa disebut sebagai 
koperasi hebat yang kuat karena memiliki aset lancar yang bisa menutupi 
kewajiban lancarnya menggunakan aktiva lancar selain persediaan, karena 
persediaan membutuhkan waktu untuk menjual dan mengubahnya menjadi 
kas.  
b. Rasio Aktivitas, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana efektifitas 





1) Perputaran Piutang adalah rasio yang mengukur efektivitas pengelolaan 
piutang yang dimiliki suatu koperasi. Jika nilai rasio perputaran piutang 
tinggi atau lebih dari 1 kali dan dengan standar pencapaian 15 kali dalam 
satu periode, maka artinya pengelolaan piutang dapat dikatakan efektif.  
2) Perputaran Persediaan adalah rasio yang mengukur tingkat efisiensi 
pengelolaan penjualan persediaan. Jika nilai rasio ini tinggi atau lebih dari 1 
kali dan dengan standar pencapaian sebanyak 20 kali dalaam satu periode, 
maka artinya perputaran piutang dapat dikatakan efisien. 
3) Perputaran Aktiva Tetap adalah rasio yang mengukur kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan pada aktiva tetap 
dan menilai efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva tetapnya. Jika 
nilai rasio nya tinggi lebih atau sama dengan 5 kali dalam satu periode 
artinya perusahaan tersebut mempunyai efektivitas proporsi aktiva tetap 
yang tinggi. 
4) Perputaran Total Aktiva adalah rasio yang mengukur efektivitas 
penggunaan total aktiva perusahaan. Jika nilai rasionya tinggi atau lebih dari 
2 kali maka perusahaan tersebut dinilai mempunyai sistem manajemen yang 
baik. Sebaliknya jika nilai rasio kurang dari 2 kali atau mendekati 0 maka 
dinilai mempunyai sistem manajemen yang buruk, baik dalam strategi, 
pemasaran, sampai pengeluaran investasi. 
c. Rasio Solvabilitas, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan 
perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang 




cukup untuk membayar semua kewajiban yang dimiliki. Ketika perusahaan 
tidak mampu membayar semua kewajiban dengan semua aktivanya maka 
dikatakan sebagai perusahaan yang insolvable. Jenis Rasio Solvabilitas, 
yaitu : 
1) Rasio Total Kewajiban adalah rasio yang mengukur persentase besar dana 
yang asalnya dari kewajiban, dan menilai kemampuan perusahaan dalam 
menutupi kewajiban menggunakan aktiva. Jika nilai rasio nya semakin kecil 
, maka diartikan bahwa dana perusahaan sedang aman, dengan standar 
maksimal 50%. 
2) Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas adalah rasio yang membandingkan antara 
kewajiban perusahaan dengan ekuitas dimiliki. Perusahaan yang sehat 
memiliki tingkat kewajiban yang tidak melebihi jumlah ekuitas agar beban 
perusahaan tidak terlampau tinggi. Jika nilai rasio ini tinggi melebihi standar 
75% mencapai 100% atau lebih artinya perusahaan memiliki ekuitas yang 
relatif sedikit dibandingkan dengan total kewajiban. 
d. Rasio Profitabilitas, yaitu rasio yang melihat kemampuan perusahaan 
menghasilkan laba. Jenis Rasio Profitabilitas, yaitu : 
1) Rasio Profit Margin adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 
menghasilkan laba pada tingkat penjualan yang telah ditentukan. Rasio ini 
jika nilai rasio ini lebih dari 25% dan mendekati 100% maka dikatakan 
perusahaan mempunyai kemampuan yang relatif tinggi untuk menghasilkan 
laba bersih.  
